
                                                                                                                                                                                                                      

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 140 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG 

MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dalam 

Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan bahwasanya “Penerapan 

BLUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, 

berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 ayat (3)” dan menindaklanjuti disposisi Walikota 

Probolinggo dalam surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, serta dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Verifikasi 

Lapangan beserta Format Penilaian, Berita Acara Hasil Penilaian 

Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan 

Rekomendasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pusat Kesehatan 

Masyarakat di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Probolinggo 

sebagaimana Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 

188.45/86/KEP/425.012/2019, perlu ditetapkan Pusat Kesehatan 

Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan 

Walikota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1213); 

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 87); 

9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2016 Nomor 84); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 



Pasal 1 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PPK-BLUD). 

 

Pasal 2 

Puskesmas Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 

sebagai berikut : 

a. Puskesmas Sukabumi dengan total nilai 96,2; 

b. Puskesmas Jati dengan total nilai 94,8; 

c. Puskesmas Kedopok dengan total nilai 94,6; 

d. Puskesmas Wonoasih dengan total nilai 94,6; 

e. Puskesmas Kanigaran dengan total nilai 94,2; dan 

f. Puskesmas Ketapang dengan total nilai 93,8. 

 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan  di  Probolinggo 

pada tanggal    5 September 2019 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal      5 September 2019 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

ACHMAD SUDIYANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 140 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 


